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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terbuka, demokratis, dan mampu 

bersaing serta dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia. 

Untuk itu pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk 

menciptakan dunia pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman serta 

untuk menyukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 

atau pendidikan untuk semua anak. 

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun disemangati oleh seruan Internasional Education For All, yang 

diumumkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil World Education Forum 

di Dakar Senegal Tahun 2000, penuntasan Education For All diharapkan tercapai 

pada tahun 2015 (Tarmansyah, 2007:12).  

Sejalan dengan diumumkannya education for all oleh UNESCO, Negara 

Indonesia menerapkannya melalui semangat dan jiwa UUD 1945 dalam Pasal 31 

tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, juga dijelaskan 

dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, yang telah memberikan warna baru 

dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan, penjelasannya 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang 

memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau 
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berupa sekolah khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus 

juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan.  

Untuk itu, maka kebijakan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional dalam penuntasan Wajib 

Belajar Pendidikan Dasar bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan 

khusus diakomodasi melalui pendekatan ”Pendidikan   Inklusif”. Melalui 

pendidikan ini, penuntasan Wajib Belajar dapat diakselerasikan  dengan 

berpedoman pada azas pemerataan serta peningkatan kepedulian terhadap 

penanganan anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus. 

Sejak tahun 2001 pemerintah telah memulai uji coba perintisan sekolah 

inklusif dan baru dideklarasikan pada tahun 2004  di Bandung. Pentingnya 

pendidikan inklusif, tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua dan 

pendidikan dasar 9 tahun. Akan tetapi, lebih banyak keuntungannya tidak hanya 

memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak tetapi lebih penting lagi bagi 

kesejahteraan anak.  

Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

dalam pasal 2 dikatakan bahwa: “Pendidikan inklusif  bertujuan: a) Memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecardasan dan/atau 

bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat 



3 

 

dan kemampuannya. b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 

menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf a”.  

Program wajib belajar yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah, 

perlu disambut dengan meningkatkan layanan pendidikan pada anak-anak 

berkelainan baik secara kuantitas maupun kualitas. Masih banyaknya jumlah 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum bisa mengakses pendidikan 

formal di sekolah merupakan tantangan utama untuk mencapai komitmen 

terhadap pendidikan untuk semua. Diperkirakan bahwa 95% dari Anak 

Berkebutuhan Khusus tidak mendapatkan pendidikan formal (Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa). Ada banyak alasan mengapa anak-anak ini tidak 

terdaftar di sekolah, termasuk kurangnya akses informasi yang tepat dan kualitas 

yang bervariasi dalam pelayanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus. (Irl. 2011). 

Menurut Kabid PLB dan Dikdas, Dra. Sri Widayati, setidaknya terdapat 

132 sekolah di DIY yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Kemampuan 

difabel tersebut dibagi menjadi 4 paket yakni A,B,C,D. Paket A yakni SLB-A 

(Sekolah Luar Biasa-A) untuk sekolah anak tuna netra, Paket B yakni SLB-B 

untuk sekolah anak tuna rungu, Paket C yakni SLB-C untuk sekolah anak tuna 

grahita dan Paket D yakni SLB-D untuk sekolah anak tuna daksa. Paket A,B,C 

yang relatif memiliki kemampuan akademik normal diwajibkan mengikuti UN 

dimana sarana dan prasarananya dibantu Dinas Pendidikan, sementara Paket D 



4 

 

tidak diwajibkan ikut UN (Ujian Nasional), hanya sebatas UAS (Ujian Akhir 

Sekolah). (Irl. 2011). 

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan 

pendididkan inklusif di DIY masih relatif sedikit padahal pendidikan inklusif 

bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik 

dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. 

Pendidikan inklusif sendiri tidak mudah diterapkan di sekolah, ada 

beberapa kendala yang menyebabkan banyak sekolah tidak menyelenggarakan 

pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian Terry Irrenawati dan Arman dengan 

judul Evaluasi Kebijakan Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, 

menunjukkan bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung dari kesediaan 

sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusif bisa diselenggarakan kalau sekolah 

merasa siap dan mampu menyelenggarakannya. Dinas pendidikan atau 

pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan 

pendidikan inklusif. Peranan Dinas Pendidikan Propinsi DIY sendiri adalah 

sebagai sentra pembina pelaksanaan pendidikan inklusif. Adapun kendala-

kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yakni kendala-kendala yang 

sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana-prasarana, kondisi 

keuangan, psikologi baik dari masyarakat maupun guru, value yaitu 

penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus 
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(ABK), power yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa 

membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan 

siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa.  

Penelitian lain menyebutkan bahwa dari sisi pendidik, di tingkat SD, 

kesiapan mental tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dasar inklusif 

cukup baik, dimana guru-guru dan kepala sekolah mampu bersikap positif 

terhadap keberadaan ABK sesuai dengan teori. Akan tetapi, mereka belum 

memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk 

membimbing ABK dalam kegiatan belajarnya. Secara umum, ketersediaan 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih belum sesuai dengan 

PerMenDikNas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) karena sebagian 

sekolah dasar inklusif belum memperoleh dukungan GPK maupun tenaga ahli 

dalam pelaksanaan pendidikan inklusifnya.  Sedangkan pada tingkat SMP dan 

SMA sudah memenuhi persyaratan, tetapi belum cukup memiliki kompetensi 

dalam kaitan pemenuhan kebutuhan khusus ABK. Dari segi GPK (Guru 

Pendamping Khusus), di tingkat SD ketiadaan GPK dan tenaga ahli sebagai 

komponen penting dalam pendidikan inklusif berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan khusus ABK. Di tingkat lanjutan, baik di tingkat SMP dan SM 

(Sekolah Menengah), ketiadaan itu tidak dirasakan karena ABK sudah harus 

menyesuaikan diri dengan berbagai macam model/pendekatan guru bidang studi. 

Dari segi sarana prasarana, sekolah inklusif masih belum memiliki sarana 

prasarana khusus bagi ABK untuk menunjang kegiatan belajarnya. (Dyah, 2008). 
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Digulirkannya reformasi dan kebersaman era globalisasi dalam kehidupan 

yang penuh persaingan, maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya di bidang program pendidikan dasar di Indonesia, 

sehingga dapat memunculkan adanya fenomena baru di bidang pendidikan dasar, 

yaitu munculnya pelaksanaan pendidikan tingkat dasar dengan nama Sekolah 

Dasar Inklusif. 

Sekolah penyelenggara pendidikan khusus inklusif adalah sekolah yang 

menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini merupakan sekolah 

yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan 

peserta didik yang normal. Pengelolaan kelas yang kondusif merupakan salah 

satu hal yang penting untuk dilakukan karena dengan suasana kelas yang 

mendukung akan menjadikan peserta didik merasa nyaman dan bisa menerima 

pelajaran dengan senang. Kurikulum yang dipakai untuk sekolah inklusif adalah 

kurikulum reguler dengan sedikit modifikasi. 

Salah satu sekolah tingkat dasar yang menyelenggarakan sekolah inklusif 

adalah SD Negeri Gejayan yang berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta, SD 

Negeri Gejayan pada awalnya hanya mendidik anak-anak normal, yang 

kemudian pada kurang lebih tahun 1982 ditunjuk menjadi rintisan sekolah 

terpadu bagi anak Tuna Netra dimana anak-anak yang berkebutuhan khusus 

dalam hal  penglihatan dapat ikut dilayani pendidikannya di sekolah bersama 

anak-anak yang normal. Hingga saat ini dalam perkembangannya SD Negeri 

Gejayan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan dilandasi payung 

hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 089 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005. Anak berkebutuhan 

khusus yang ada di sekolah ini mendapatkan layanan pendidikan bersama-sama 

dengan anak yang normal dengan mengacu pada kebutuhan khusus anak dan 

segala potensi yang dimiliki anak. 

Dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa letak SD Negeri Gejayan 

yang strategis menjadi akses terdekat bagi keluarga yang mempunyai Anak 

Berkebutuhan Khusus di wilayah sekitar Kecamatan Depok untuk dapat 

mengikutsertakan anak bersekolah di SD terdekat dengan rumah dikarenakan 

letak SLB yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak cukup jauh, juga banyak 

diantaranya karena kesulitan ekonomi sehingga pilihan untuk menyekolahkan 

anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Gejayan dirasa lebih murah atau lebih 

terjangkau dari pada menyekolahkannya di SLB, terdapat beberapa kendala 

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya: kurangnya tenaga 

pendidik yang dapat menangani tidak hanya siswa reguler tetapi juga 

berkebutuhan khusus, belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana yang 

dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar, peran serta warga sekolah 

khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam 

penyelenggaraan pendidikan sangat minim, partisipasi guru dalam pengambilan 

keputusan sering diabaikan. Ketidaksesuaian antara teori dengan pelaksanaan 

juga terjadi dalam aspek dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 
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Dukungan dari orang tua ABK, orang tua siswa reguler, maupun masyarakat baru 

berupa dukungan moral padahal secara teoretik dukungan yang diberikan 

seharusnya juga berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam 

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dukungan pemerintah, baik pemerintah 

pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten, juga belum 

sesuai dengan teori dan masih sangat terbatas, baik dalam bantuan teknis 

(keterlibatan dalam pelaksanaan) maupun bantuan non-teknis (dana maupun 

peralatan). 

Jika siswa, orangtua, guru dan sekolah tumbuh dalam suatu lingkungan 

dengan keterbukaan dan sensitivitas yang sangat kondusif bagi tiap individu dan 

mempunyai kesadaran pembaruan untuk setiap misinya, maka suasana 

kepercayaan dan kerjasama yang meningkat dapat tercipta. Keterlibatan semua 

orang dalam mempersiapkan siswa-siswi yang memiliki hambatan dalam 

kehidupan masyarakat yang lebih terbuka harus saling dibicarakan (J David 

Smith, 2006: 52).  

Hubungan sekolah dengan masyarakat serta hubungan sekolah dengan 

orang tua murid, pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai 

peran menentukan dalam usaha pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan 

murid-murid di sekolah. Oleh sebab itu, hubungan tersebut perlu dibina, 

dibangun, dan dipelihara sebaik-baiknya karena merupakan satu jembatan saling 

pengertian sehingga mereka dapat berpartisipasi secara positif dan dapat 

memberikan dukungan moral dan material secara ikhlas (Suryobroto, 1998: 70). 
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Dari berbagai kenyataan tersebut, membuat penulis ingin meneliti lebih 

jauh mengenai partisipasi warga sekolah terhadap pelaksanan program 

pendidikan inklusif, yang penulis angkat dalam judul “Partisipasi warga sekolah 

dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri  Gejayan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah 

antara lain: 

1. Belum maksimalnya kesadaran dari warga sekolah berpartisipasi dalam 

pelaksanaan program pendidikan inklusif.  

2. Manajemen di SD Negeri Gejayan yang belum terlaksana dengan baik 

3. Belum terlihat peningkatan kerjasama antara kepala sekolah, guru, pegawai 

dan masyarakat. 

4. Mutu pendidikan di SD Negeri Gejayan belum menunjukkan peningkatan 

yang berarti baik dalam pengelolaannya maupun dalam mutu lulusan. 

5. Belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

proses kegiatan belajar mengajar. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada 

masalah aspek partisipasi warga sekolah yang antara lain terdiri dari kepala 

sekolah, guru, GPK, serta komite sekolah dalam pelaksanaan program 

pendidikan inklusif di SD Negeri Gejayan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan 

inklusif di SD Negeri Gejayan? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi warga sekolah dalam 

pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Gejayan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Partisipasi warga sekolah  (kepala sekolah, guru, GPK serta komite sekolah) 

dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Gejayan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi warga sekolah dalam 

pelaksanaan progam pendidikan inklusif di SD Negeri Gejayan. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan gambaran yang lebih konkrit dan dapat dijadikan sumber 

pijakan dalam menentukan kebijakan tentang eksistensi dan partisipasi 

warga sekolah untuk memberikan kontribusi dalam merealisasikan misi 

dan tujuan sekolah. 

b. Untuk menambah referensi, literatur/pustaka studi tentang masalah 

partisipasi warga sekolah dalam upaya mendukung pelaksanaan program 

pendidikan inklusif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih 

tentang partisipasi warga sekolah dalam upaya mendukung pelaksanaan 

program pendidikan inklusif. 

b. Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam 

pelaksanaan program pendidikan inklusif. 

 

 

 

 

 

 

 


